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ABSTRAK

Nama : Khairunnisa

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil berdasarkan

Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger

(Studi Kasus di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab.

Aceh Tamiang)

Masyarakat Desa Tanjung Keramat merupakan masyarakat petani tambak
yang bersinggungan erat dengan konsep kerja sama (Mudharabah) untuk
mencari penghasilan dengan bekerja sama pengolahan lahan tambak. Dalam
usaha bersama ini, timbul beberapa persoalan yang menjadi bagian dari
syarat, rukun serta pelaksanaan kerja sama. Persoalan yang timbul
menyebabkan masing-masing pihak bebas berselisih dalam pembagian hasil.
Proses pembagian hasil yang dilakukan tanpa ada aturan yang baku
membuat timbulnya perselisihan.Permasalahannya adalah (1) Bagaimana
Sistem Bagi Hasil pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger
berdasarkan Kontrak Lisan di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia
Kab. Aceh Tamiang? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap
Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan
Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab.
Aceh Tamiang?Dalam penyelesaian permasalahan tersebut di Desa Tanjung
Keramat menggunakan Kerja sama (Mudharabah) dalam Islam. Adapun
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kualitatif dan sifat
penelitiannya adalah Deskriptif. Adapun langkah-langkah yang digunakan
dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan Reduksi atau
Penyederhanaan Data, Paparan atau Sajian Data, Penarikan kesimpulan
atau Verifikasi. Adapun teknik pengumpulan Data menggunakan teknik
Observasi (Pengamatan) dan teknik Interview (Wawancara).Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan Kerja sama (Bagi Hasil) Pengelolaan
Lahan Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia
Kab. Aceh Tamiang sesuai Adat Kebiasaan dan telah di setujui serta di
jalankan oleh masyarakat di Desa Tanjung Keramat.pembagian hasilnya
berdasarkan Persentase yaitu sebesar 20 %  untuk pengelola lahan tambak
dan selebihnya untuk pemilik lahan tambak dan akadnya secara Lisan dan
menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi hasil dalam Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja,

yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama

mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang masalah

keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan

uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal.1 Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem

bagi hasil (kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian

hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat

ketetapan akad. Hukum atau ketetapan akad yang dimaksud adalah menetapkan

upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola.2

Secara bahasa akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang

keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua

hal.3 Sementara akad menurut istilah adalah keterkaitan keinginan diri dengan

sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang

1Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1.
2 Kementerian Agama RI, Mushaf Al-quran (Bandung: Nur Publishing, 2009), h. 48.
3 H. Suhendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada,

2008), h. 43.



disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah adalah keterkaitan keinginan

antara diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya

komitmen tertentu yang diisyaratkan.4

Dalam Hukum Fiqh Muamalah, ada beberapa sistem kerja sama yang

dikenal seperti Ijarah, Syirkah, Muzara’ah, Mudharabah dan Musyarakah.

Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar umat

manusia, karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong

menolong.5

Islam memberikan solusi bagi manusia dalam rangka merealisasikan

norma-norma hukum muamalat, pertimbangannyaadalah bentuk mendatangkan

kemaslahatan/kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur

penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu

bentuk dari muamalat tersebut adalah sistem bagi hasil (kerja sama antara pemilik

tambak dengan penggarap dengan pembagian hasil menurut perjanjian yang telah

di sepakati).

Pada masa kekhalifahan, sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem

kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan

tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut

akan penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh

pemilik tanah tersebut terhadap mitra, karena keduanya terikat dalam perjanjian

4 Karim Adiwarman, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 26.
5 Hendi Suhendi,Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 5.



pengolahan. Inilah sebabnya mengapa bentuk-bentuk pengolahan yang dilakukan

dengan sistem seperti ini meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain. 6

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya

selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu

sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik tambak atau lahan hanya

memberikan sebagian hasilnya saja kepada penggarap dan tidak sesuai dengan

kesepakatan berdua. Pembagian hasil seperti ini tidak sesuai dengan dengan

prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak penggarap. Perbuatan

seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang

sendiri serta termasuk perbuatan yang sangat tercela.

Selain itu bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasil tambak

atau ditentukan berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya,

sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya, maka dalam

keadaan seperti ini di anggap fasid karena mengandung gharar dan dapat

membawa kepada perselisihan.

Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dengan penggarap biasa

disebut dengan persen. Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik tambak

untuk melakukan bagi hasil dengan penggarap, daripada menggarap sendiri

tambaknya :

1. Pemilik tambak mempunyai banyak tambak sehingga ia hanya sanggup

menggarap beberapa saja.

6 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam(Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), h. 265.



2. Pemilik tambak mempunyai pekerjaan tetap sehingga ia tidak ada waktu

menggarap tambaknya.

Dari sebab-sebab itulah akhirnya para pemilik tambak melakukan bagi

hasil karena tambak yang tidak bisa mereka garap harus tetap produktif sehingga

tambak tersebut tidak mati dan sia-sia. Untuk melakukan bagi hasil, pemilik

tambak dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian

tersebut ditentukan kapan akan dimulai menggarap presentase pembagian

hasilnya.

Bagi hasil di Desa Tanjung Keramat berlaku satu jenis yaitu Udang Tiger

untuk mengolah satu jenis ini ada waktu tersendiri, yaitu dalam jangka satu tahun

terdapat dua tahap. Setelah terjadi kesepakatan mulailah penggarap melakukan

tugasnya yaitu dari mengairi tambak, merawat sampai memanennya. Adapun

pemilik tambak hanya mensurvei atau melihat keadaan tambaknya saja dan

menunggu hasil dari panen tersebut. Pembagian hasil selama ini berlaku yaitu

:Untuk Udang Tiger 20%  penghasilan untuk penggarap, dan sisanya untuk

pemilik tambak.7

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap

tersebut hanya secara Lisan saja. Sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan

terutama pada waktu melakukan bagi hasil. Perselisihan tersebut terjadi karena

salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Misalnya pemilik

7 Wawancara dengan: Bapak Abdurrahman Puteh sebagai Penggarap Lahan Tambak di

Desa Tanjung Keramat Tanggal 11 Februari 2017.



tambak meminta bagian untuknya melebihi persentase yang telah ditentukan atau

sebaliknya penggarap yang melakukan kecurangan.8

Jika sudah terjadi perselisihan-perselisihan seperti itu, maka pihak yang di

rugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan

disepakati bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara Lisan.

Pembagian hasilyang biasanya dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap di

Desa Tanjung Keramat sudah lama di praktekkan, tentunya ada keuntungan-

keuntungan dan kerugian-kerugiannya baik bagi salah satu pihak maupun bagi

kedua belah pihak.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk

mengkaji karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum

Islam terhadap Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada

Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger  ( Studi Kasus di Desa Tanjung

Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang ) ”.

8 Wawancara dengan:  Bapak Usman Umar  sebagai Masyarakat di Desa Tanjung

Keramat Tanggal 13 Februari 2017.



B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat di identifikasikan

permasalahannya sebagai berikut:

1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tanjung Keramat tentangTinjauan

Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada

pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat Kec.

Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.

2. Praktek Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan

Lahan Tambak Udang Tiger yang dilakukan masih belum sesuai dengan

harapan Masyarakat Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh

Tamiang.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis

memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu di batasi fariabelnya

oleh karena ini penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Pemahaman dan

Praktik Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan

Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia

Kabupaten Aceh Tamiang. Pemahaman dan Praktek di lakukan untuk

meningkatkan prinsip Keadilan, Kejujuran, tidak saling merugikan dan

meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Keramat Kec. Banda

Mulia Kab. Aceh Tamiang.



D. Rumusan Masalah

Agar penulisan ini terarah dan sistematis, maka dibatasi beberapa pokok

permasalahan yang akan di jadikan acuan dalam pembahasan selanjutnya

sekaligus sebagai permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger

berdasarkan kontrak lisan di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab.

Aceh Tamiang?

2. Bagaimana Tinjauan Hukun Islam terhadap Sistem Bagi Hasil berdasarkan

Kontrak Lisan pada pengelolaan lahan Tambak Udang Tiger di Desa

Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini telah disesuaikan dengan kegelisahan

akademik yang diajukan, yaitu:

1. Untuk mengetahuiSistem Bagi Hasil pada Pengelolaan Lahan Tambak

Udang Tiger berdasarkan kontrak lisan di Desa Tanjung Keramat Kec.

Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukun Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil

berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger

di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.



F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian,

ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut.

Penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan

benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk,

dan konsekuwensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di

kontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi.9 Penelitian memegang

peranan yang amat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta

keputusan dalam segala aspek.

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori

mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil berdasarkan

Kontrak Lisan dan dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-

kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia

hukum.

b. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya

bidang muamalah mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi

9Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: PT Bumi Aksara,

2008), h. 63.



hasil berdasarkan kontrak lisan pada pengelolaan lahan tambak udang

tiger.

c. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti yang lain apabila ingin

meneliti tema yang sama namun dengan fokus yang berbeda.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoretis

1) Pengertian Kerja Sama ( Bagi Hasil )

Kerja Sama merupakan salah bentuk interaksi sosial. Menurul Abdulsyani,

kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat

aktivitas tertentu yang di tunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling

membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.1

Kerja sama juga di artikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara

bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.2

Kerja sama dalam Kamus Besar Indonesia adalah kegiatan melakukan

sesuatu, yang dilakukan (perbuat). Sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah,

mata pencaharian. Sedangkan kerja yaitu kegiatan atau usaha yang di lakukan

oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah) untuk mencapai tujuan bersama.3

Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia sudah dikenal,

yakni di dalam hukum Adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum

adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan lahan pertanian. Bagi hasil

adalah perjanjian pengelohan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang di

peroleh dari pengolahan tanah itu.

1Abdulsyani, Sosiologi Skematika (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 156.
2 W.J.S. Purwarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h.

492
3 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), h.

243.

10
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Bagi hasil dalam Islam memberikan ketentuan hanya secara garis besar

saja, yaitu apabila orang-orang  melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-

sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang

masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang

melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau

perjanjian. Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal.4

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya

selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu

sama lain. Dan pada dasarnya kerja sama dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu

kerja sama dalam Sektor Perniagaan dan Sektor Kerja sama dalam Sektor

Pertanian.

2) Praktik Kerja Sama Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam perjanjian bagi hasil terdapat para pihak antara satu dengan yang

lain mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal yang menjadi

obyek perjanjiannya adalah bagi hasil atas tanah pertanian, maka terdapat dua

pihak dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

a. Pihak pemilik lahan pertanian adalah pihak yang memiliki lahan

pertanian, yang karena satu dan lain hal tidak cukup waktu untuk

menggarap tanah pertaniannya. Berdasarkan pada kondisi tersebut,

maka pemilik lahan mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi

4 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1.
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hasil atas tanah pertanian kepada penggarap yang besarnya sesuai

dengan kesepakatan. Pemilik lahan sendiri berhak untuk meminta

penggarap mengolah tanah pertaniannya dengan sebaik-baiknya,

meminta bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati, serta

mendapatkan tanahnya kembali setelah habis masa berlaku dari

perjanjian bagi hasil tersebut.

b. Pihak penggarap adalah pihak yang mempunyai cukup waktu luang

dan mempunyai keahlian dalam bertani, namun tidak mempunyai

lahan pertanian. Oleh karena itu, pihak penggarap kemudian akan

menjalin dengan pemilik lahan pertanian dengan tujuan mendapatkan

pembagian hasil dari usahanya menggarap tanah pertanian.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, pihak penggarap mempunyai

kewajiban melaksanakan pengolahan tanah pertanian setelah habis

masa berlakunya perjanjian bagi hasil.

3) Rukun dan Syarat Kerja Sama (Bagi Hasil )

Kerja Sama Bagi Hasil dilaksanakan dengan di dahului sebuah perjanjian

sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut Jumhur Ulama

ada empat rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah yaitu

sebagai berikut :5

a. Pemilik

b. Penggarap

5 Alauddin Al-Kasani, “Bada’ Ash-Shana’i fi Tartib Asy-Syara’i juz 5,’’ dalam Ahmad

Wardi Muslim, Fiqh Muamalah, h. 395.
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c. Obyek

d. Ijab dan qabul.

4) Bentuk – Bentuk Kerja Sama dalam Islam

Pada dasarnya kerja sama dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu kerja

sama dalam Sektor Perniagaan dan Sektor Kerja sama dalam Sektor Pertanian.

a. Kerja Sama dalam Sektor Perniagaan

Bentuk-bentuk kerja sama dalam sektor perniagaan ada dua macam yaitu

sebagai berikut :

1. Musyarakah

Musyarakah atau dikenal dengan sebutan syirkah secara bahasa berarti

percampuran (ikhtilat).6Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah

seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk

dibedakan.7 Secara terminologi, sekalipun para ahli fiqh memberikan defenisi

yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing

pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.8

6 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga

Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 165.
7 Abdul Rahman Ghazaly DKK, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010), h. 127.
8 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga

Keuangan Syariah,... h. 165.
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Adapun menurut beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama,

Menurut Hanafiah Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta

(modal) dan keuntungan.Menurut Hasby-Shiddiqie Akad yang berlaku antara dua

orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi

keuntungannya. Menurut Malikiah Izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta

yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya

saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik

keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.9

Dari tiga definisi diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat

redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerja sama

antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan kerugiannya ditanggung

secara bersama.10

Dalam Syirkah, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk

memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu

uasaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan dibagi sesuai dengan

nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

9 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fiqh Muamalah (Bogor: Penerbit Ghalia

Indonesia, 2011), h. 176.
10 Abdul Rahman Ghazali DKK, Fiqh Muamalah,... h. 127.
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2. Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum musyarakah dalam Al quran dan hadis sebagai berikut:11

a. Al quran.















































11 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga

Keuangan Syariah,... h. 166.
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











Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak
ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu.(Qs. Al-Baqarah : 282)12

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

12 Al quran Transliterasi Per kata dan Terjemah Per kata, At-Thayyibi (Bekasi: Raya Jati

Bening Dua, 2012), h. 48.
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Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiah dibagi

menjadi empat bagian, yaitu :13

a. Sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta

maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :

1. Berkenaan dengan benda, maka benda yang di akadkan harus dapat

diterima sebagai perwakilan.

2. Berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus

jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan

seterusnya.

b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta). Dalam hal ini terdapat

dua perkara yang harus di penuhi, yaitu :

1. Bahwa modal yang dijadikan objed akad syirkah adalah dari alat

pembayaran (nuqud) seperti Junaih, Riyal dan Rupiah.

2. Benda yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah

dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat Mufawadhah, bahwa dalam

Muwafadhah diisyaratkan:

1. Modal (Pokok harta) dalam Syirkah Muwafadhah harus sama

2. Orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah.

3. Orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan syirkah

umum, macam jual beli atau perdagangan.

13 Baihaqi A Shamad, Konsepsi Syirkah dalam Islam: Perbandingan antar

Mazhab,(Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007), h. 56.
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d. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah ‘inan sama dengan syarat-

syarat syirkah muwafadah.

4. Jenis – jenis Musyarakah :

a. Syirkah Al-Milk

Syirkahah Al-milk atau syirkah amlak atau syirkah kepemilikan.14 diartikan

sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya

muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan

bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian (akad) kemitraan yang

resmi.

b. Syirkah Al-Uqud

Syirkah Al-Uqud dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya, karena

para pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu

perjanjian investasi bersama dan barbagi untung dan resiko.15 Artinya kerja sama

ini di dahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian

keuntungan.

5. Mengakhiri Musyarakah :

a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak

yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama

rela dari kedua belah pihak yang tidak ada ada kemestian untuk

dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal

ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

14 Ascarya, Akad  dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 49.
15 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 177.
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b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian

mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih

dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.

d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan baik karena boros yang

terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang

lain.

e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas

harta yang menjadi saham syirkah.

f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama

syirkah.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau

muqaradhahbahasa penduduk Hijaz namun pengertian qiradh dan muqaradhah

adalah satu makna.16Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau

lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.

Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak

pertama ( shahibul maal ) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya

menjadi pengelola ( mudharib ).17

Selain dharb disebut juga qiradh yang berasal dari al-qardhu, berarti al-

qath’u(potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk

16 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 135.
17 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga

Keuangan Syariah,... h. 173.
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diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuangannnya. Jadi, menurut bahasa,

mudharabah atau Qiradh berarti al-qath’u (potongan), berjalan atau berpergian.18

Secara istilah Mudharabahadalah akad kerja sama antara Shahibul Maal (

pemilik modal) dengan Mudharib (yang mempunyai keahlian atau

keterampilan)untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil

keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah

yang dipakai, jika terjadi kerugian ditanggung shahibul mal.19

a. Dasar Hukum Mudharabah

Melakukan Mudharabah atau qiradh adalah boleh (mubah). Secara umum

dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha,

sebagaimana berikut:

1. Menurut Al quran :












Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

18 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,... h. 135.
19 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta:Kencana

Prenada Media Group, 2013), h. 72.
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Sesungguhnya Allah menberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi maha

melihat”. ( QS. An-Nisa ayat 58 ).20

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi

modal kepada seseorang dia mensyaratkan : “ Harta jangan digunakan untuk

membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi

sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu

harus bertanggung  jawab pada hartaku”. Dalam Al-Muwaththa’ Imam Malik,

dari al-A’la al-Rahman Ibn Ya’qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah

mengerjakan harta Utsman r.a sedangkan keuntungannya dibagi dua.21

Qiradh atau mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman

Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi

Rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad mengadakan

perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a. yang

kemudian menjadi istri beliau.22

a. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi’iyah, rukun qiradh ada enaam yaitu:23

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik

barang

20 Al quran Transliterasi Per kata dan Terjemah Per kata, At-Thayyibi (Bekasi: Raya Jati

Bening Dua, 2012). h. 77.
21 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,... h. 136.
22 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,... h. 138-139.
23 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,... h. 141.
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3. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang

4. Mal, yaitu harta pokok atau modal

5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba

6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun Mudharabah adalah ijab dan kabul yang

keluar dari orang yang memiliki keahlian.24

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun

mudharabah itu sendiri. Syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila

barang itu berbentuk mas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau

barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.

b. Bagi orang yang melakukan akad di isyaratkan mampu melakukan

tasharruf, maka di batalkan akad anak-anak masih kecil, orang gila dan

orang-orang yang berada dibawah pengampunan.

c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal

yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan

tersebut yang akan di bagikan kepada belah pihak sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati.

d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal

harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau

seperempat.

24 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,... h. 140.
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e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini

kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul

dari pengelola.

f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola

harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-

barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain

tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan

akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada

persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak

(fasid) menurut pendapat al-Syafi’i dan Malik. Sedangkan menurut Abu

Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut sah.25

b. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah dibagi dua jenis  yaitu :

1. Mudharabah Muthalaqah

Mudharabah Muthalaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak

yaitu Shahibul Mall dan Mudharib, yang mana shabil maal menyerahkan

sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada mudharib untuk mengelola

usahanya sesuai prinsip syariah. Shahibul Mall tidak memberi batasan jenis usaha,

waktu yang diperlukan, strategi pemasaran, serta wilayah bisnis yang dilakukan.

Shahibul Maal memberi kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk

menjalankan aktivitas usahanya. Mudharabah Muthlaqah dapat disebut dengan

25 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,... h. 139-140.
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investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban

atau ekuitas bank syariah.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua

pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak

kedua sebagai pengelola dana (mudharib). Shahibul Maal menginvestasikan

dananya kepada mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang di

investasikannya. Batasannya antara lain, tempat dan cara berinvestasi, jenis

investasi, objek investasi dan jangka waktu.26 Batasan-batasan tersebut

dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Apabila

mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas

kerugian yang timbul.27

a. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet merupakan akad mudharabah

muqayyadah yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana

yang di investasikan oleh shahibul Maal.

b. Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet merupakan akad

mudharabah muqayyadah yang mana pihak Shahibul Mall memberikan batasan

yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta

pihak pelaksana pekerjaan. Mudharibnya telah ditetapkan oleh Shahibul Maal.

26 Ismail, Perbankan Syariah,... h. 86-87.
27 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam,... h. 77.
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Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara Shahibul Maal

dan Mudharib.

c. Kedudukan Mudharabah

Hukum Mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-

perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam

mudharabah (qiradh) juga tergantung pada keadaan. Pengelola modal

perdagangan yang mengelola modal tersebut harus atas izin pemilik harta,

sehingga pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam

pengelolanya. Dan kedudukan modal adalah sebagai wakalah ‘alaih (objek

wakalah).

Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada

keuntungan dalam pengelolaan dalam uang, laba itu dibagi dua dengan persentase

yang telah disepakati. Mudharabah juga sebagai syirkah, karena bersama-sama

dalam keuntungan.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta,

pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan,

sehingga mudharabah di anggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa-

menyewa).

d. Biaya pengelolaan Mudharabah

Biaya bagi mudharib diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal

di lingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan

untuk kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan,

kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari
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keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih

besar daripada keuntungan.

Kiranya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan mudharabah pada

dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya

diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku

menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik, menggunakan modal pun boleh bila

modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya.

Jika pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh. Bila

mudharabah telah fasakh pengelola modal tidak berhak mengelola modal

mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut,

sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin

ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini di anggap ghasab. Ia wajib menjamin

(mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungan

dibagi dua.28

Kesimpulannya, biaya pengelolaan pada dasarnya di bebankan kepada

pengelola modal. Namun, tidak menjadi masalah biaya di ambil dari keuntungan,

Jika pemilik modal mengizinkannya atau berlaku sesuai dengan kebiasaan.Jika

pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui

bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin ahli warisnya, maka

perbuatan seperti ini di anggap ghasab. Ia wajib menjamin (mengembalikannya),

kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungan dibagi dua.

e. Pembatalan Mudharabah

28 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam,... h. 142-143.
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Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai

berikut :

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika

salah satu syarat tidak terpenuhi sedangkan modal sudah dipegang oleh

pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan

sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin

pemilik modal dan ia melakukan tugas berhakmenerima upah.

b. Pengelola dengan saja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal

atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan

akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab

jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah

seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

b. Kerja Sama dalam Sektor Pertanian

Bentuk-bentuk kerja sama dalam sektor Pertanian yaitu sebagai berikut :

1. Musaqah

Secara etimologi, al-musaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh

penduduk madinah disebut dengan al-muamalah.29 Secara terminologis fiqh,

menurut istilah al-musaqah didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana

dikemukakan oleh Abdurrahman Al-jaziri yaitu sebagai berikut :

29 Nasrun Horoen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 281.
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a. Menurut Abdurrahman Al-jaziri, al-musaqah ialah akad untuk

pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya

dengan syarat-syarat tertentu.30

b. Menurut Malikiyah, al-Musaqah ialah sesuatu yang tumbuh di tanah.31

c. Ulama Syafi’i mendifinisikan memperkerjakan petani penggarap dan

menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan mengairi dan

merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara

pemilik dengan petani penggarap.32

Ijma’ para ulama: telah berkata Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Husin

bin Ali bin Abu thalib r.a bahwa Rasulullah SAW. Telah menjadikan penduduk

Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini

dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai

hari ini dengan rasio 1/3 dan ¼. Semua telah dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin

pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak

ada ada seorang pun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah sesuatu ijma’

sekutu (konsensun dari umat).33

1. Rukun dan Syarat-syarat

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad Al-

musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan Qabul dari petani

penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.

30 Nasrun Horoen, Fiqh Muamalah,... h. 283.
31 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 145
32 Nasrun Horoen, Fiqh Muamalah,... h. 282.
33 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99.
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Sedangkan menurut Jumhur Ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah,

Syafi’iah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi al-musaqah harus

memenuhi lima rukun, yaitu :

a. Dua orang pihak yang melakukan transaksi

b. Tanah yang dijadikan objek al-musaqah

c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap

d. Ketentuan mengenai pembagian hasil al-musaqah

e. Shiqat (Ungkapan) ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun

adalah :

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi al-musaqah harus orang

yang cakap bertindak hukum, yakni balig dan berakal.

2. Objek al-musaqah itu harus terdiri dari atas perpohonan yang

mempunyai buah

3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah

akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan dari pemilik

tanah.

4. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka

bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi

dua, dibagi tiga dan seterusnya.

5. Lamanya perjajian itu harus jelas, karena transaksi ini hampir sama

dengan transaksi sewa-menyewa, agar terhindar dari ketidak pastian.34

34 Nasrun Horoen, Fiqh Muamalah,... h. 285.
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Rukun dan syarat musaqah menurut Syafi’i ada 5 yaitu sebagai berikut :

a. Shigat yang dilakukan kadang-kadang yang dilakukan dengan jelas dan

dengan samaran (kinayah).disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak

cukup dengan perbuatan saja.

b. Dua orang atau pihak yang berakad, disyaratkan bagi bagi orang-orang

yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti

balig, berakal, dan tidak berada dibawah pengampunan.

c. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil),

baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang

berbuahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan

yang lainnya.

d. Masa kerja, hendaknya ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan,

seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan

e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun

dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau

ukuran yang lainnya.35

2. Musaqah yang dibolehkan

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah diperbolehkan dalam

musaqah. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di-musaqahkan

hanya kurma. Menurut Syafi’iah yang boleh di-musaqahkan hanyalah kurma dan

35 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,... h. 149.
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anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke

dasar bumi dapat di-musaqahkan seperti tebu.36

Menurut Imam Malik musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang

memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa

denga itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti

semangka dalam keadaan pemilik tida lagi memiliki kemampuan untuk

menggarapnya.37

Menurut mazhab Hambali, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon

yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab al-mugni, imam malik berkata,

musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk

pohon-pohon yang perlu disiram.38

2. Muzara’ah dan Mukhabarah

Muzara’ah dinamai pula dengan Mukhabarah dan Muhaqalah. Orang Irak

memberikan istilah Muzara’ah dengan istilah al-qarah.39

Dalam terminologi fiqh terdapat beberapa definisi Al-Muzara’ah yang

dikemukakan Ulama Fiqh, yaitu sebagai berikut :

a. Ulama Malikiyah mendefenisikannya dengan perserikatan dengan

pertanian

36 Racmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 198.
37 Racmat Syafi’i, Fiqh Muamalah,... h. 199.
38Ibid, h. 149.
39 Racmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 205.
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b. Menurut Ulama Hanafiah Al-Muzara’ah adalah penyerahan tanah

pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi

berdua.

c. Imam Asy-Syafi’i mendefinisikan Al-Mukhabarah dengan pengolahan

tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian.

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah/sawah dan

penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi anatara pemilik tanah

dan penggarap menurut kesepakatan bersama.

a. Dasar Hukum

Dalam membahas Hukum Al-Muzara’ah terjadi perbedaan

pendapat para ulama. Imam Abu Hahafiah dan Zufar Ibnu Huzair, para

Pakar Fiqh Hanafiah, berpendapat bahwa akad Al-muzara’ah tidak boleh.

Menurut mereka, akad Al-muzara’ah dengan bagi hasil, seperti seperempat

dan seperdua, hukumnya batal.

b. Rukun Al-Muzara’ah dan Mukhabarah

Jumhur Ulama, yang membolehkan akad al-muzara’ah,

mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akan di

anggap sah. Rukun al-muzara’ah adalah :

1. Pemilik tanah

2. Petani penggarap

3. Objek al-muzara’ah, yaitu antara manfaat tanah denga hasil kerja

petani

4. Ijab dan qabul.
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c. Syarat-syarat Al-Muzara’ah dan Mukhabarah

Abu Yusuf dan muhamad ibn al hasan asy-syaibani menyatakan

bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad al-muzara’ah, maka da 4

bentuk al-muzara’ah :

1. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani,

sehingga yang menjadi objek al-muzara’ah adalah jasa petani, maka

hukumnya sah.

2. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani

menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek al-

muzara’ah adalah manfaat tanah, maka itu termasuk akad al-

muzara’ah.

3. Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit

serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah menurut Abu Yusuf dan

Muhammad Ibn Al-hasan asy syaibani, menentukan alat pertanian dari

pemilik tanah membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak

boleh mengikut pada tanah.40

B. Bagi Hasil dalam Islam

Bagi hasil dalam Islam memberikan ketentuan hanya secara garis besar

saja, yaitu apabila orang-orang  melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-

sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang

masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang

40 Nasrun Horoen, Fiqh Muamalah,... h. 280.
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melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau

perjanjian. Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal.

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya

selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu

sama lain. Seperti yang sudah di jelaskan di atas tentang bentuk-bentuk kerja

sama dalam Islam yang terdiri dari kerja sama dalam sektor perniagaan dan sektor

pertanian.

1. Sistem Bagi Hasil dalam Islam

Sistem-sistem Bagi Hasil dalam Islam, penulis akan menguraikan

dari penjelasan-penjelasan diatas tentang sistem pembagian hasil dalam

Islam :

a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara Shahibul Maal (Pemilik

Modal) dengan Mudharib (yang mempunyai keahlian atau keterampilan). Untuk

mengolah suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan

dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang di pakai, jika terjadi

kerugian di tanggung oleh Shahibul Mall (Pemilik Modal).

Islam mensyariatkan akad kerja sama mudharabahuntuk memudahkan

orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya
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dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan

untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja

sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka.

Mudharabah salah satu bentuk kerja sama yang tidak merugikan pihak

manapun. karena untung maupun rugi maka kedua belah pihak yang berkongsi

akan menanggung konpensasinya. Oleh karena itu, mudharabah adalah suatu

perkongsian yang sangat menguntungkan antara pihak-pihak yang berkongsi,

dimana sebagian orang memiliki dana besar tapi tidak cukup mempunyai keahlian

untuk mengelolanya manakala ada sebagian yang lain mempunyai keahlian yang

tinggi dalam usaha tapi tidak memiliki dana yang cukup maka mudharabah

adalah yang paling cocok untuk diterapkan.

Dasar hukum melakukan mudharabah adalah boleh (mubah). Secara

umum dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan

usaha. Dan dalam melakukan mudharabah harus memenuhi rukun dan syarat-

syarat sahnya mudharabah seperti yang sudah di sebutkan di atas.

Jadi, jika ada suatu akad kerjasama yang salah pihak tidak mau

menanggung karugian maka akad seperti itu tidak sah menurut syara’. Demikian

pula jika sebuah akad kerjasama yang mensyaratkan bahwa keuntungan hanya

untuk salah satu pihak saja.

Diantara bagi hasil menurut Syariah adalah :

1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari

keuntungan yang mungkin dihasilkan. Tidak boleh pembagian hasil

keuntungan dengan menyebut jumlah nomianal uang.
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2. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi antara

pihak yang berkongsi dan dinyatakan dalam kontrak kerja.

Dalam pembagian persentase hasil usaha tidaklah harus sama, namun

berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas  besar kecilnya nisbah. Karena

tujuan diadakan kontrak kerja adalah memperoleh keuntungan. Maka jika salah

satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah keuntungan yang

diperoleh maka kontrak tersebut tidak sah menurut syara’. Demikian pula jika

salah satu pihak mensyaratkan bahwa jika terjadi kerugian pada usaha, maka

ditanggung oleh mudharib, akad seperti ini tidak sah. Karena pada hakikatnya

kerugian yang terjadi pada akad mudharabah adalah dianggap sebagian dari

berkurangnya modal. Oleh karena itu kerugian materi hanya ditanggung oleh

pihak pemodal bukan mudharib.

b. Musyarakah

Musyarakah atau dikenal dengan sebutan Syirkah secara bahasa

berarti percampuran (ihtilaf). Yang dimaksud dengan percampuran disini

adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain

sehingga sulit untuk dibedakan. Dan dalam melakukan musyarakah harus

memenuhi rukun dan syarat-syarat sah musyarakah yang telah di sebutkan

diatas.

c. Musaqah

Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau

tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat
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kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut

kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam Aqad.

Ijma’ para ulama: telah berkata Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Husin

bin Ali bin Abu thalib r.a bahwa Rasulullah SAW. Telah menjadikan penduduk

Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini

dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai

hari ini dengan rasio 1/3 dan ¼. Semua telah dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin

pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak

ada ada seorang pun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah sesuatu ijma’

sekutu (konsensun dari umat).

d. Muzara’ah dan Mukhabarah

Muzara’ah dan Mukhabarah mempunyai pengertian yang sama

yaitu kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarapnya,

namun yang dipersoalkan disini hanya mengenai bibit pertanian itu.

Mukhabarah bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan muzara’ah

bibitnya daripetani.

Jumhul Ulama membolehkan aqad musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah,

karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat Nabi yang biasa

melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini menguntungkan kedua

belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/tanaman terkadang tidak

mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman. Sedangkan

orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya



38

modal berupa uang atau tanah, maka dengan akad bagi hasil tersebut

menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

C. Hasil  Penelitian yang Relevan

Dalam membahas masalah tentang Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak

Lisan pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger ini penulis melakukan

penelaahan terhadap berbagai sarjana untuk mengetahui lebih dalam mengenai

persoalan yang penulis kaji. Kajian tentang mendeskripsikan pelaksanaan akad

bagi hasil berdasarkan Kontrak Lisan masih menjadi pembahasan yang hangat.

1. Anisatur Rohmatin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,

2008, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi

hasil pengelolaan Lahan Tambak ’’ masalah yang diteliti meliputi dalam

usaha bersama ini, timbul beberapa persoalan yang menjadi bagian dari

syarat, rukun serta pelaksanaan kerja sama. Persoalan yang timbul

diakibatkan karena perjanjian yang tidak tertulis dan menyebabkan masing-

masing pihak bebas berselisih dalam pembagian hasil. Proses pembagian

hasil yang dilakukan tanpa ada aturan yang baku membuat timbulnya

perselisihan dan persengketaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak pasti sesuai dengan adat

istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan

dengan Syariat Islam.41

41 Anisatur Rohmatin, Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Bagi Hasil

Pengelolaan Lahan Tambak (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).
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Sedangkan penulis akan mengkaji mengenai Tinjauan Tinjauan Hukum

Islam terhadap Sitem bagi hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada

Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat.

2. Riris Fatmawati, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah,

Surakarta, 2015, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik

pelaksanaan Akad pengelolaan lahan tambak udang Vannamei ’’ tujuan

dari penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan

lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik modal dan penggarap. Dan

menjelaskan hukum pelaksanaan jenis akad bagi hasil pengelolaan lahan

tambak menurut pandangan hukum Islam. Berdasarkan penelitian akad

perjanjian yang ada di dalam pelaksanaan praktik pengelolaan lahan tambak

dimana pembagian hasilnya adalah 10%  untuk pemilik lahan, setiap bulan

selama empat bulan untuk penggarap dan sisa dari keuntungan bersih untuk

pemodal. Bentuk akad yang dilakukan dalam pelaksanaan praktik

pengelolaan lahan tambak adalah secara lisan dan tidak tertulis, karena

mereka sistem kepercayaan antar pihak yang melakukan akad.42

Dari Karya Ilmiah sangat jelas terlihat perbedaan dalam kajian yang di

teliti. Pada skripsi ini penulis akan mengkaji tentang “ Tinjauan Hukum Islam

terhadap Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan

Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh

Tamiang ’’. Dalam Karya ini Penulis mengkaji tentang Sistem Bagi Hasil

42 Riris Fatmawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelaksanaan Akad

Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).
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berdasarkan Kontrak Lisan yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Tanjung

Keramat serta Pemahaman masyarakat dalam mengaplikasikan Sistem Bagi Hasil

Berdasarkan Kontrak Lisan.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis yaitu usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk

mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk

mencapai pengertian tentang masalah penelitian.1 Sedangkan kata “Sosiologi”

secara bahasa berarti pengetahuan atau ilmu tentang sifat, prilaku dan

perkembangan masyarakat, secara istilah sosiologi berarti ilmu yang mempelajari

hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia.

Jadi, pendekatan sosiologis dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan

dengan mengaitkan ikatan antar masyarakat guna menganalisa dan mengungkap

data-data terhadap ajaran Agama.2

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif yang

disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga

menafsirkan dan memaparkan hasil penelitian.3

Sedangkan yang membedakan penelitian Kualitatif dengan kuantitatif

adalah penelitian kualitatif  yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data

Deskriptif yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data

1 Hassa Sadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.
2 Hassa Sadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia,... h. 40.
3 Syarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

40
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hingga menafsirkan dan memaparkan hasil penelitian. Metode penelitian kualitatif

sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya

dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan memperhatikan situs-situs lokasi

penelitian dengan data kualitatif, tidak menggunakan model matematik statistik

dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Sedangkan penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada

data-data numerikal (angka) yang di olah dengan metode statistika. Adapun

spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk mengangkat fakta,

keadaan, variabel,  dan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang dan

penyajiannya apa adanya.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan yaitu di

Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

Gampong Tanjung Keramat merupakan salah satu Gampong yang terletak di

Provinsi Aceh bagian barat, tepatnya berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten

Aceh Tamiang. Dilihat dari sisi geografis, Gampong ini dilingkupi oleh

Pertambakan.

2. Waktu Peneltian

Waktu penelitian dilakukan pada Tanggal 20 Februari  sampai 25 Mei

2017. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada saat tersebut karena

jadwal tersebut merupakan masa panen di Desa Tanjung Keramat sehingga
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peneliti dapat mengamati langsung proses Pembagian Hasil berdasarkan Kontrak

Lisan antara Pemodal dengan Penggarap Lahan Tambak.

D. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil

wawancara dengan informasi kunci yaitu melalui teknik wawancara langsung

dengan menanyakan langsung kepada Pemilik atau penggarap lahan Tambak.

1. Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber

utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung

dengan informan.

2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku Fiqh

Muamalah.

3. Data Tersier yaitu data pelengkap yang di gunakan sebagai pendukung

kedua data tersebut di atas yaitu kamus dan bahan referensi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematik dan

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah

mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada

subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik Observasi dan

Wawancara.
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a. Observasi

Menurut Nasution dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa, observasi

adalah dasar semua ilmu pengetahuan.1 Peneliti melakukan observasi awal dengan

melihat fenomena yang terjadi dengan menanyakan langsung kepada Pemilik atau

penggarap lahan Tambak bagaimana sistem bagi hasil berdasarkan kontrak lisan

pada pengelolaan lahan tambak udang tiger .

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti

untuk mendapatkan keterangan-keterangan Lisan melalui tanya jawab secara

langsung, dan Wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data,

pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada Responden. Dalam

penelitian ini penulis melakukan wawancara dan menyiapkan daftar pertanyaan

terlebih dahulu.4

F. Analisis Data

Miles dan Hubernan berpendapat bahwa : “ Proses analisis data dengan

teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung

secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian

1 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 403.
4 Kartini,Pengantar Metodologi Research Sosiologi (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.

187.
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data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.5 Deskriptif analisis yaitu proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan

di informasikan kepada orang lain.6

Validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu

tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak

diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria,

dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria.

5 Saifudin Mizwar, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.

19.
6 Saifudin Mizwar, Metode Penelitian Kualitatif,... h. 244.
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BAB IV

A. Gambaran Umum Kampung Tanjung Keramat

1. Keadaan Geografis dan Penduduknya

Kampung Tanjung Keramat terletak diantara Kampung Telaga meuku sa,

Kampung Alur Nunang, Kampung Matang Seping. Yang terdiri dari beberapa

Dusun yaitu Dusun Sepakat, Dusun Menasah, Dusun Damai, dan Dusun Keramat.

Jarak Kampung Tanjung Keramat ke Pusat Pemerintah ke Pemerintah kecamatan

3 Km, ke Pemerintah Kabupaten 25 Km, ke Pemerintah Provinsi 440 Km.

Kampung Tanjung Keramat mempunyai jarak 11 Jam ke Propinsi, < 1.5

Jam ke Kabupaten, < 0.5 Jam ke Kecamatan. Dan kampung Tanjung Keramat ada

di Pedesaan / Pesisir, bebas banjir dan Pertanian / perikanan ( Tambak ).1

Kampung Tanjung Keramat mempunyai Visi yaitu Terwujudnya

masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Berjiwa sosial,

Mandiri, serta menjadikan kampung Tanjung Keramat sebagai Sentral Perikanan.

Sedangkan Misinya yaitu :

a. Meningkatkan pengetahuan Agama Masyarakat melalui pengajian dan

Ceramah – ceramah Agama.

b. mengajak masyarakat untuk peka terhadap Lingkungan sekitarnya,

melalui gotong royong dan kegiatan sosial lainnya.

1 Kantor Datok, Profil Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten

Aceh Tamiang, 2015.

45
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c. Memotifasi dan meningkatkan Sumber Daya Masyarakat, untuk

berswadaya dan berswakarya dalam memanfaatkan sumber daya serta

potensi alam yang ada di sekitarnya.2

2. Letak Geografis

Kampung Tanjung Keramat terdiri dari beberapa kawasan yaitu Kawasan

Hutan, Kawasan Pantai, Kawasan Persawahan, Kawasan Perkebunan, Kawasan

Perternakan, Kawasan Wisata dan Kawasan Perikanan / Pertambakan.

3. Batas Kampung

Kampung Tanjung Keramat berbatasan dengan :Sebelah Utara berbatasan

dengan Selat Malaka, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Telaga

Meuku sa, Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Alur Nunang, dan Sebelah

Timur berbatasan dengan Kampung Matang Seping.

4. Luas Wilayah Kampung Tanjung Keramat

a. Luas Kampung  600 Ha

b. Jumlah penduduk 964 Jiwa

c. Jumlah Kepala Keluarga 230 KK

d. Jumlah Lembaga MDSK, LKMK, PKK

5. Bidang Pertahanan

a. Luas Kampung 600 Ha

b. Pemukiman 80 Ha

c. Persawahan 75 Ha

d. Tambak 410 Ha

2 Hasil Data dari Papan Profil Kampung Tanjung Keramat Tahun 2015.
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e. Hutan Bakau 10 Ha

f. Pemakaman Umum 1.5 Ha

g. Perasarana Umum 8.5 Ha3

6. Pendidikan

1. Jumlah penduduk Buta Huruf 15 orang

2. Jumlah penduduk tidak Tamat SD 218 Orang

3. Jumlah penduduk Tamat SD / Sederajat 143 Orang

4. Jumlah penduduk Tamat SLTP / Sederajat 135 Orang

5. Jumlah penduduk Tamat D-2 7 Orang

6. Jumlah penduduk Tamat D-3 2 Orang

7. Jumlah penduduk Tamat S-1 20 Orang

7. Data Ekonomi Kampung

a. Sektor Perikanan :

1. Nelayan 84 Orang

2. Petani Tambak 97 Orang

3. Buruh Tambak / Nelayan 56 Orang

b. Sektor Pertanian yang terdiri dari :

1. Petani 5 Orang

2. Buruh Tani 28 Orang

3. Pemilik Usaha Pertanian – Orang

3Hasil Data dari Papan Kependudukan Kampung Tanjung Keramat Tahun 2015.
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B. Praktik Kerja Sama (Bagi Hasil) Pengelolaan Lahan Tambak di Desa

Tanjung Keramat

Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dengan penggarap di Desa

Tanjung Keramat biasanya menggunakan persen, ada beberapa hal yang menjadi

pemilik tambak untuk melakukan bagi hasil dengan penggarap daripada

menggarap tambaknya sendiri:

1. Pemilik tambak mempunyai banyak tambak sehingga ia hanya sanggup

menggarap beberapa saja.

2. Pemilik tambak mempunyai pekerjaan tetap sehingga ia tidak ada

waktu menggarap tambaknya.

Dari sebab-sebab itulah akhirnya para pemilik tambak melakukan bagi

hasil karena tambak yang tidak bisa mereka garap sendiri harus tetap produktif

sehingga tambak tersebut tidak mati dan sia-sia. untuk melakukan bagi hasil,

pemilik tambak dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam

perjanjian tersebut ditentukan kapan akan dimulai menggarap persentase

pembagian hasilnya.

Bagi hasil di Desa Tanjung Keramat berlaku satu jenis yaitu Udang Tiger

untuk mengolah satu jenis udang tiger ini ada waktu tersendiri, yaitu dalam jangka

satu tahun terdapat dua kali tahap panen. Setelah panen maka pembagian hasilnya

berdasarkan persentase.

Jadi, waktu panen  tahap pertama  mencapai Rp.100. 000.000. bagian

untuk penggarap (pengelola lahan tambak) 20 %  sedangkan selebihnya untuk
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Pemilik lahan tambak, begitu juga waktu panen tahap kedua pembagian hasilnya

juga sama seperti itu.4

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan pengelola

lahan tambak di Desa Tanjung Keramat hanya secara Lisan saja. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa masyarakat tanjung keramat hanya menggunakan akad secara

lisan saja artinya tidak ada perjanjian secara tertulis bahkan tidak ada sama sekali.

Sehingga dalam hal tersebut sering terjadi perselisihan di antara kedua belah

pihak yang bertransaksi.5

1. Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat

Tambak merupakan salah satu habitat yang digunakan sebagai tempat

untuk kegiatan budidaya udang tiger, secara umum walaupun tambak biasanya

dikaitkan langsung dengan pemeliharaan perikanan. Akan tetapi sebenarnya

masih banyak yang dapat di budidayakan di tambak. Misalnya kepiting, ikan dan

sebagainya.

Kampung Tanjung Keramat merupakan suatu daerah yang sebagian

warganya mempunyai mata pencaharian di tambak, sehingga sebagian besar

masyarakat di Desa Tanjung Keramat bekerja sebagai petani tambak yang mana

bersinggungan erat dengan konsep kerja sama untuk mencari penghasilan dengan

bekerja sama untuk mencari penghasilan dengan bekerja sama dalam pengelolaan

4 Wawancara dengan: Bapak Abdurrahman sebagai Penggarap Lahan Tambak di Desa

Tanjung Keramat Tanggal 10 Mei 2017.
5Wawancara dengan: Bapak Usman Umar sebagai Masyarakat di Desa Tanjung Keramat

Tanggal 12 Mei 2017.
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tambak. Tambak tersebut ada yang dikelola oleh pemiliknya sendiri namun ada

juga yang dikelola oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil.

Pekerjaan adalah usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan dalam

hal ini adalah usaha bagi hasil  tambak. Hal ini yang menjadi landasan dalam

menentukan bagian keuntungan adalah seberapa usaha yang dilakukan pekerja itu

sendiri. Seseorang hanya akan memperoleh sesuatu dari perbuatan yang telah di

kerjakan. Seperti halnya seseorang pengelola lahan tambak memperoleh bagian

sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Pada dasarnya masyarakat di Desa Tanjung Keramat mengerjakan tanah

milik orang lain dengan menggunakan bagi hasil, hanya berdasarkan persetujuan

antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan penelitian dapat diambil kesimpulan

bahwa, pihak-pihak yang mengadakan akad bagi hasil tidak ada yang

menggunakan cara tertulis, akan tetapi kebanyakan cukup dengan lisan dan

langsung disertai serah terima tindakan, tidak ada yang tertulis.6

Cara pembagian hasil di Desa Tanjung Keramat berdasarkan persentase,

dan menggunakan akad secara Lisan. Contohnya ketika Panen Udang Tiger tiba

dan hasil panennya mencapai Rp. 100. 000. 000. Jadi, persentase untuk pengelola

lahan tambak 20 % dan selebihnya untuk pemilik Tambak.7

6 Wawancara dengan: Datok Anwar sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung

Keramat, 16 Mei 2017.
7 Wawancara dengan: Bapak Razali sebagai Pemilik Lahan Tambak di Desa Tanjung

Keramat Tanggal 13 Mei 2017.



51

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap

tersebut hanya secara Lisan saja. Sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan

terutama pada waktu melakukan bagi hasil.  Pembagian hasil seharusnya

dilakukan sesuai dengan Syariat Islam dengan menyebutkan persentase bagian

dengan jelas dan tidak terdapat unsur Gharar.

Penyelesaian masalah yang berkenaan dengan sistem bagi hasil di Desa

Tanjung Keramat dengan cara musyawarah yaitu jalan untuk menyelesaikan

perselihan yang di pandang baik dan di anjurkan oleh Syariat Islam.8

2. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat

Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Tanjung Keramat dapat

disebabkan oleh dua hal yaitu :

a. Sudah berakhirnya waktu perjanjian bagi hasil antara penggarap dan

pemilik Lahan Tambak

b. Berakhirnya perjanjian atas permintaan pemilik lahan tambak dan

penggarap karena sebab atau alasan tertentu.

Sebelum perjanjian kerja sama tersebut dikatakan berakhir, para pihak

yang berakad menggunakan cara musyawarah antara kedua belah pihak, apabila

kesepakatan tersebut sudah dikatan berakhir maka diikuti dengan pengembalian

lahan tambak kepada Pemilik tambak.

Hasil penelitian di Desa Tanjung Keramat, pada umumnya masyarakat

menerapkan sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat setempat

(kebiasaan). Ada banyak kendala yang muncul mengapa peraturan dan konsep

8 Wawancara dengan: Bapak Ibrahim sebagai Pemilik Lahan Tambak di Desa Tanjung

Keramat Tanggal 13 Mei 2017.
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Islam bagi hasil di Desa Tanjung Keramat tidak bisa diterapkan atau tidak dapat

terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil karena:

1. Kebanyakan masyarakat Tanjung Keramat tidak mengetahui adanya

konsep Islam yang mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem

pertanian. Hal ini terjadi karena kurangnya memperhatikan kajian-

kajian Islam yang membahas tentang perjanjian bagi hasil, termasuk

kurangnya arahan dari Tokoh Agama yang lebih mengetahui tentang

bagi hasil dalam pertanian.

2. Faktor adat dan budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing

masyarakat Desa Tanjung Keramat yang masih mempercayai

penggunaan adat kebiasaan yang biasa dilakukan dalam praktik

perjanjian bagi hasil.

Dari penjelasan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, perjanjian bagi

hasil lahan pertanian yang terjadi di Desa Tanjung Keramat ini belum sepenuhnya

sesuai dengan konsep Islam yang telah ada, akan tetapi masyarakat mengacu pada

adat yang sudah melekat, dengan mengacu adat bukan berarti menyimpang dari

ketentuan Islam yang Ada. Selama adat tersebut tidak melanggar ketentuan-

ketentuan yang ada, maka kerja sama yang berjalan sesuai adat tersebut bisa

dijadikan hukum. Akan tetapi adat yang berlaku di masyarakat ini belum

sepenuhnya mendatangkan kemaslahatan, sehingga adat ini belum bisa dijadikan

patokan sebagi hukum yang tidak menyimpang dari ketentuan Islam. Dimana

dalam Islam telas dijelaskan adat atau ‘Urf bisa dijadikan hukum apabila tidak

melanggar dengan ketentuan nash dan bisa mendatangkan kemaslahatan.
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3. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap Tambak

Sebagai subyek dari perjanjian bagi hasil, maka pemilik tambak dan

penggarap tambak masing-masing mempunyai kewajiban dan hak secara timbal

balik.

a. Kewajiban dan hak pemilik Tambak

Di dalam realitas masyarakat Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda

Mulia Kabupaten Aceh Tamiang meskipun tidak dilakukan secara tertulis akan

tetapi telah menjadi kebiasaan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak

pemilik tambak dalam pengolaan lahan tambak adalah sebagai berikut :

1) Menyediakan Benih Bibit Udang

2) Menyediakan tempat penjagaan untuk penggarap (Gubuk)

Menurut Bapak Razali selaku pemilik tambak apa yang telah dikeluarkan

untuk kewajiban sebagai pihak pemilik tambak kira-kira sekitar Rp. 100.000.000 .

sedangkan hak-hak yang harus ia peroleh adalah hasil pengolaan lahan tambak

tersebut setelah tiba masa panen sesuai persentase yang telah ia tentukan ketika

masa panen tiba.

b. Kewajiban dan Hak penggarap Tambak

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dari pihak penggarap tambak

selain ia harus mengeluarka waktu, keterampilan, dan tenaganya ia juga harus

menyediakan alat-alat yang sekiranya bisa digunakan waktu panen Udang tiba,

seperti :

1. Jaring
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2. Piber

Dan hak yang harus diperoleh dari pihak penggarap tersebut adalah hasil

yang telah ditentukan atau persentase yang telah ditentukan.9

Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat indonesia sudah dikenal

yakni di dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum

adat adalah bagi hasil yang menyangkut lahan pertanian. Sehingga perjanjian bagi

hasil yang dilakukan di Desa Tanjung Keramat umumnya berdasarkan adat

setempat, tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam, walaupun ada sebagian

masyarakat yang mengetahui tentang bagi hasil dalam konsep Islam. Jadi,

kenyataan yang ada di Desa Tanjung Keramat perjanjian bagi hasil ini dibuat

berdasarkan hukum atau adat. Kebiasaan adat setempat masyarakat Tanjung

Keramat beranggapan bahwa bagi hasil secara Lisan dan mengandalkan

kepercayaan lebih mudah dan tidak membuat rumit.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat Tanjung Keramat bagi

hasil berdasarkan kontrak lisan sudah menjadi sebuah adat (kebiasaan) setempat,

dan kebiasaan tersebut masih dijalankan sampai sekarang yaitu pembagian hasil

berdasarkan kontrak lisan.10

Dari Hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak baik dengan tokoh

masyarakat, masyarakat setempat ataupun pihak pemilik tambak dan pengelola

lahan tambak di Desa Tanjung Keramat, yaitu adalah sebagai berikut :

9 Wawancara dengan: Bapak Razali sebagai Pemilik Lahan Tambak di Desa Tanjung

Keramat Tanggal 14 Mei 2017.
10Wawancara dengan: Bapak Abdullah sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung

Keramat Tanggal 15 Mei 2017.



55

a. Bapak Abdurrahman (Pengelola Lahan Tambak)  mengatakan bahwa

sudah 25 Tahun bekerja sebagai petani tambak (pengelola lahan

tambak). Bapak Abdurrahman mengelola lahan tambak milik orang lain

dengan menggunakan sistem bagi hasil hanya berdasarkan persetujuan

antara pemilik lahan tambak dengan penggarap tambak hanya

berdasarkan akad Lisan atau atas dasar kepercayaan dan perhitungan

bagi hasilnya berdasarkan persentase. Harapan saya selaku petani

tambak mudah-mudahan sistem bagi hasil berdasarkan kontrak lisan ini

bisa dirubah secara tertulis, karena selama ini saya merasa di rugikan

dan didzalimi. Karena ketika awal perjanjian ketika panen tiba untuk

pengelola lahan tambak 20 %  tetapi ketika panen pembagian hasilnya

itu tidak sesuai. Dengan alasan pemilik tambak karena hasil panennya

cuma sedikit jadi persentasenya tidak mencapai 20 %.11

b. Bapak Ali (Pengelola Lahan Tambak) mengatakan bahwa mengelola

lahan tambak milik orang lain dengan menggunakan sistem bagi hasil

hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan tambak dengan

penggarap tambak hanya berdasarkan akad Lisan atau atas dasar

kepercayaan dan perhitungan bagi hasilnya berdasarkan persentase.12

c. Bapak Muliadi (Pengelola Lahan Tambak) mengatakan bahwa harapan

saya selaku petani tambak mudah-mudahan sistem bagi hasil

11 Wawancara dengan: Bapak Abdurrahman sebagai Penggarap Lahan Tambak di Desa

Tanjung Keramat Tanggal 16 Mei 2017.
12 Wawancara dengan: Bapak Ali sebagai Penggarap Lahan Tambak di Desa Tanjung

Keramat Tanggal 17 Mei 2017.
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berdasarkan kontrak lisan ini bisa dirubah secara tertulis, karena selam

ini saya di rugikan dan di dzalimi.13

d. Bapak Usman Umar (Masyarakat)  mengatakan bahwa di Desa Tanjung

Keramat mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani

tambak, dan di Desa Tanjung Keramat ini berlaku sistem bagi hasil

berdasarkan kontrak lisan atau kepercayaan dan perhitungan bagi

hasilnya berdasarkan persentase, Cara pembagian hasil seperti itu di

Desa Tanjung Keramat sudah di anggap menjadi sebuah kebiasaan.

Akan tetapi, harapan saya selaku masyarakat setempat sistem bagi hasil

seperti itu dirubah menjadi secara tertulis jadi tidak ada unsur yang

dirugikan atau terdzalimi.12

e. Bapak Ibrahim  (Pemilik Tambak)  mengatakan bahwa yang menjadi

sebab melakukan bagi hasil dengan penggarap dengan arti melakukan

melakukan kerja sama antara pemilik tambak dengan pengelola lahan

tambak, karena Bapak Ibrahim mempunyai banyak tambak sehingga

tidak mampu menggarapnya sendiri dan lagi pula tidak terlalu

mengetahui bagaimana cara mengelola lahan tambak. Maka dari itu

memilih melakukan kerja sama dengan penggarap dan melakukan bagi

hasil .karena tambak yang tidak bisa digarap sendiri harus tetap

produktif .dan melakukan bagi hasil berdasarkan kontrak lisan dan

13 Wawancara dengan: Bapak Muliadi sebagai Penggarap Lahan Tambak di Desa

Tanjung Keramat Tanggal 16 Mei 2017.
12 Wawancara dengan: Bapak Usman Umar sebagai Masyarakat di Desa Tanjung

Keramat Tanggal 16 Mei 2017.
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perhitungan hasil berdasarkan persentase. Saya mengakui selaku

pemilik tambak ( ungkap Bapak Ibrahim ) terkadang ketika pembagian

hasil dengan penggarap tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena

ketika panen penghasilannya tidak bisa di taksir bisa untung atau bisa

rugi. Jadi, tidak sesuai persentase lagi. Karena saya pun tidak tau

bagaimana pembagian hasil yang di benarkan dalam konsep Islam.13

f. Bapak Razali  (Pemilik Tambak)  mengatakan bahwa yang menjadi

sebab melakukan bagi hasil  dengan penggarap tambak, dengan arti

bekerja sama dengan pengelola lahan tambak  karena mempunyai

pekerjaan tetap sehingga tidak ada waktu menggarap tambaknya

sendiri. di Desa Tanjung Keramat melakukan bagi hasil berdasarkan

kontrak lisan dan saling percaya, perhitungan bagi hasil berdasarkan

persentase, saya mengakui selaku pemilik tambak terkadang waktu

pembagian hasil dengan penggarap tidak sesuai dengan kesepakatan  di

awal, karena saya pun tidak tau bagaimana pembagian hasil yang di

benarka dalam konsep Islam.14

g. Bapak Abdullah dan Datok Anwar (Tokoh Masyarakat) mengatakan

dimana pengetahuan masyarakat di Desa Tanjung Keramat tentang bagi

hasil pertanian dalam konsep Islam sangat Minim, namun sebagian ada

yang mengetahuinya juga sementara yang dipakai adalah hukum adat,

13 Wawancara dengan: Bapak Ibrahim sebagai Pemilik Lahan Tambak di Desa Tanjung

Keramat Tanggal 17 Mei 2017.
14 Wawancara dengan: Bapak Razali sebagai Pemilik Lahan Tambak di Desa Tanjung

Keramat Tanggal 17 Mei 2017.



58

ataupun kebiasaan tidak memakai konsep Islam. Sehingga perjajian

bagi hasil yang di lakukan di Desa Tanjung Keramat umumnya

berdasarkan adat setempat, tidak sepenuhnya mengacu pada konsep

Islam, walaupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang

bagi hasil dalam konsep Islam. Jadi, kenyataan yang ada perjanjian bagi

hasil dibuat berdasarkan hukum atau adat kebiasaan setempat.15

Dari penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, harapan

dari Masyarakar, Tokoh Masyarakat dan yang melakukan bagi hasil antara

Pemilik Tambak dengan pengelola lahan tambak agar perjanjian secara lisan bisa

dirubah secara tertulis. Faktot ketidak tahuan terhadap adanya konsep Islam dalam

mengatur bagi hasil pertanian juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi

hasil, yang mereka tahu adalah perjanjian seperti yang sudah berlaku di

masyarakat Desa Tanjung Keramat yaitu secara Lisan atas dasar kesepakatan dan

kepercayaan. dari hasil pengamatan Peneliti sendiri Masyarakat Tanjung Keramat

mengacu pada adat yang sudah melekat bukan berarti menyimpang dari ketentuan

Islam yang ada. Selama adat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang

ada maka kerja sama berjalan sesuai adat tersebut bisa dijadikan hukum. akan

tetapi yang berlaku di Desa Tanjung Keramat ini belum sepenuhnya

mendatangkan kemaslahatan, sehingga adat ini belum bisa dijadikan patokan

sebagai hukum.

Pengetahuan masyarakat di Desa Tanjung Keramat terhadap bagi hasil

dalam konsep Islam dapat dilihat dari hasil Wawancara penulis dengan berbagai

15Wawancara dengan: Bapak Abdullah dan Datok Anwar sebagai Tokoh Masyarakat di

Desa Tanjung Keramat Tanggal 17 Mei 2017.
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pihak , baik tokoh masyarakat, pemilik tanah, ataupun pihak penggarap. Dimana

pengetahuan masyarakat di Desa Tanjung Keramat tentang bagi hasil pertanian

dalam konsep Islam sangat minim, namun sebagian ada yang mengetahuinya juga.

Namun sementara yang di pakai adalah Hukum Adat. Jadi, yang dipakai adalah

adat kebiasaan tidak memakai yang menganut konsep Islam.16

Sehingga perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung

Keramat umumnya berdasarkan adat setempat, tidak sepenuhnya mengacu pada

konsep Islam, walaupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang bagi

hasil dalam konsep Islam. Jadi, kenyataan yang ada di Desa Tanjung Keramat

perjanjian bagi hasil ini dibuat berdasarkan hukum atau adat kebiasaan setempat.

Karena, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya bagi hasil

dalam konsep Islam. Ini juga sangat mempengaruhi hal tersebut tumbuh dan

berkembang dengan kebiasaan yang dirasa lebih fleksibel oleh masyarakat dalam

menentukan bagaimana mekanisme mengenai perjanjian bagi hasil tanah

pertanian.

Faktor ketidak tahuan terhadap adanya konsep Islam dalam mengatur bagi

hasil pertanian juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil, yang

mereka tahu adalah perjanjian seperti yang sudah berlaku di masyarakat desa ini

yaitu dengan cara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan. Meskipun

sebagian masyarakat juga sudah mengetahui adanya aturan hukum dalam Islam

tentang perjanjian bagi hasil, mereka tetap cenderung memilih melaksanakan

dengan dasar imbangan pembagian hasil sesuai dengan hasil panen yang

16 Wawancara dengan: Bapak Abdullah sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung

Keramat Tanggal 15 mei 2017.
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didapatkan petani penggarap. alasannya adalah  karena sudah dilakukan secara

turun temurun, saling percaya untuk saling tolong menolong sehingga dalam

melakukan akad mereka tidak memilih secara formal, melainkan cukup dengan

mengucapkan kata sepakat antara kedua belah pihak yang berakad.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil  di Desa Tanjung Keramat

Pada hakikatnya masyarakat di Desa Tanjung Keramat mengerjakan tanah

milik orang lain dengan menggunakan bagi hasil, hanya berdasarkan persetujuan

antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan.

Sehingga perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung

Keramat umumnya berdasarkan adat setempat, tidak sepenuhnya mengacu pada

konsep Islam, walaupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang bagi

hasil dalam konsep Islam. Jadi, kenyataan yang ada di Desa Tanjung Keramat

perjanjian bagi hasil ini dibuat berdasarkan hukum atau adat kebiasaan setempat.

Karena, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya bagi hasil

dalam konsep Islam. Ini juga sangat mempengaruhi hal tersebut tumbuh dan

berkembang dengan kebiasaan yang dirasa lebih fleksibel oleh masyarakat dalam

menentukan bagaimana mekanisme mengenai perjanjian bagi hasil tanah

pertanian.

Sistem Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat termasuk bentuk kerja sama

Mudharabah yaitu akad kerja sama antara Shahibul Maal (Pemilik Modal) dengan

Mudharib (yang mempunyai keahlian atau keterampilan). Untuk mengolah suatu

usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi
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bersama berdasarkan nisbah yang di pakai, jika terjadi kerugian di tanggung oleh

Shahibul Mall (Pemilik Modal).

Islam mensyariatkan akad kerja sama mudharabahuntuk memudahkan

orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya

dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan

untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja

sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka.

Mudharabah salah satu bentuk kerja sama yang tidak merugikan pihak

manapun. karena untung maupun rugi maka kedua belah pihak yang berkongsi

akan menanggung konpensasinya. Oleh karena itu, mudharabah adalah suatu

perkongsian yang sangat menguntungkan antara pihak-pihak yang berkongsi,

dimana sebagian orang memiliki dana besar tapi tidak cukup mempunyai keahlian

untuk mengelolanya manakala ada sebagian yang lain mempunyai keahlian yang

tinggi dalam usaha tapi tidak memiliki dana yang cukup maka mudharabah

adalah yang paling cocok untuk diterapkan.

Dasar hukum melakukan mudharabah adalah boleh (mubah). Secara

umum dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan

usaha. Dan dalam melakukan mudharabah harus memenuhi rukun dan syarat-

syarat sahnya mudharabah seperti yang sudah di sebutkan di atas.Jadi, jika ada

suatu akad kerjasama yang salah pihak tidak mau menanggung karugian maka

akad seperti itu tidak sah menurut syara’. Demikian pula jika sebuah akad

kerjasama yang mensyaratkan bahwa keuntungan hanya untuk salah satu pihak

saja.
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Diantara bagi hasil menurut Syariah adalah :

1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari

keuntungan yang mungkin dihasilkan. Tidak boleh pembagian hasil

keuntungan dengan menyebut jumlah nomianal uang.

2. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi antara

pihak yang berkongsi dan dinyatakan dalam kontrak kerja.

Dalam pembagian persentase hasil usaha tidaklah harus sama, namun

berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas  besar kecilnya nisbah. Karena

tujuan diadakan kontrak kerja adalah memperoleh keuntungan. Maka jika salah

satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah keuntungan yang

diperoleh maka kontrak tersebut tidak sah menurut syara’. Demikian pula jika

salah satu pihak mensyaratkan bahwa jika terjadi kerugian pada usaha, maka

ditanggung oleh mudharib, akad seperti ini tidak sah. Karena pada hakikatnya

kerugian yang terjadi pada akad mudharabah adalah dianggap sebagian dari

berkurangnya modal. Oleh karena itu kerugian materi hanya ditanggung oleh

pihak pemodal bukan mudharib.

Sedangkan pembagian keuntungan atau bagi hasil yang dilakukan di Desa

Tanjung Keramat di nyatakan dalam bentuk persentase. Dan pembagian hasil

keuntungan ketika Panen Udang Tiger menyebutkan jumlah uang nominal,

kesepakatan rasio persentase di capai melalui negosiasi tetapi ketika Panen udang

tiger tiba pembagian hasilnya tidak dilakukan dengan kesepakatan di awal, maka

pembagian hasil seperti ini sudah tidak sesuai dengan bagi hasil secara syariah.
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Sedangkan bagi hasil yang menurut Syariah adalah Pembagian keuntungan

harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan.

Tidak boleh pembagian hasil keuntungan dengan menyebut jumlah nomianal uang

dan Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi antara pihak

yang berkongsi dan dinyatakan dalam kontrak kerja.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil

kesimpulan Praktek Kerja Sama yang terjadi di Desa Tanjung Keramat adalah

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan tambak udang tiger yang

terjadi di Desa Tanjung Keramat di laksanakan menurut adat kebiasaan

dan telah di setujui serta di jalankan oleh masyarakat di Desa Tanjung

Keramat. Dan pembagian hasilnya berdasarkan Persentase yaitu sebesar

20 %  untuk pengelola lahan tambak dan selebihnya untuk pemilik

lahan tambak dan akadnya secara Lisan dan menurut mereka hal

tersebut lebih mudah mengerjakannya.

Tinjaun Hukum Islam terhadap Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat

adalah sebagai berikut :

1. Sistem Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat termasuk bentuk kerja

sama Mudharabah yaitu akad kerja sama antara Shahibul Maal (Pemilik

Modal) dengan Mudharib (yang mempunyai keahlian atau

keterampilan). Untuk mengolah suatu usaha yang produktif dan halal.

Keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan

nisbah yang di pakai, jika terjadi kerugian di tanggung oleh Shahibul
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Mall (Pemilik Modal). Pembagian keuntungan atau bagi hasil yang

dilakukan di Desa Tanjung Keramat berdasarkan Persentase dan ketika

Panen Udang Tiger pembagian hasilnya menyebutkan jumlah uang

nominal, kesepakatan rasio persentase di capai melalui negosiasi tetapi

ketika panen udang tiger tiba pembagian hasilnya tidak dilakukan

dengan kesepakatan di awal, maka pembagian hasil seperti ini sudah

tidak sesuai dengan bagi Hasil secara Syariah.



66

B. Saran – Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin

mengemukakan himbauan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam dalam sistem

bagi hasil berdasarkan Kontrak Lisan di Desa Tanjung Keramat pada khusunya,

umumnya pada lapisan Masyarakat :

1. Kepada pemilik lahan tambak (Pemodal ) hendaknya berlaku adil

dalam pembagian hasil, dengan perjanjian atau akad yang telah di

sepakati.

2. Kepada pengelola lahan tambak (penggarap) hendaknya menjalankan

apa yang telah menjadi kewajibannya dengan sunggu-sungguh

3. Praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan hendaknya

dirubah dengan perjanjian tertulis, agar dapat dijadikan bukti dan

mendapat kepastian hukum.

4. Bagi tokoh Agama yang mengetahui atau memahami tentang kerja

sama atau bagi hasil yang di benarkan dalam Islam untuk memberikan

pemahaman dan penjelasan  kepada masyarakat.

5. Tolong menolong dan musyawarah untuk mencapai kebahagiaan

adalah di perlakukan dengan cara yang baik.

6. Harta dan segalanya pada Hakikatnya adalah milik Allah, maka dalam

menggarap hendaknya mengikuti perintahnya tanpa menghalalkan

yang haram dan mengharamkan yang halal.
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7. Hidup pada dasarnya mencari bekal untuk kehidupan di akhirat oleh

karena itu hindarkanlah perselisihan-perselisihan yang hanya akan

merugikan baik di dunia maupun di akhirat.
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